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PENGHASILAN PASAL 21/26

A. PENGHITUNGAN POTONGAN PPh. 21 PEGAWAI TETAP
A.1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan

1. Bapak Toni bekerja pada PT Bimo dengan gaji Rp9.800.000,00 per bulan dan membayar iuran pensiun Rp100.000,00 per bulan. Status Bapak Tono K/2.
2. Bapak Hardo bekerja pada PT Sukmo dengan gaji Rp10.500.000,00 per bulan dan membayar iuran pensiun Rp290.000,00 per bulan. Status Bapak Hardi K/3.
3. Bapak Darvis (K/0) bekerja pada PT Jaya dengan gaji Rp10.900.000,00 per bulan.  Perusahaan masuk program Jamsostek. Ketentuan Jamsostek mengenai berbagai premi dan iuran diatur sebagai berikut:



Tangg Persh
     Tangg Peg
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
Rp100.000,00
Premi Jaminan Kematian
Rp140.000,00   
Iuran JHT
Rp140.000,00
        Rp150.000,00   
Iuran Pensiun
Rp160.000,00
        Rp170.000,00
4. Bapak Yagi bekerja pada CV Kalita dengan gaji Rp10.250.000,00 per bulan, pegawai juga mendapat tunjangan jabatan Rp1.450.000,00 per bulan. Ketentuan Jamsostek mengenai berbagai premi dan iuran diatur sebagai berikut:



Tangg Persh
Tangg Peg

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
0,24% dari gaji


Premi Jaminan Kematian
0,30% dari gaji


Iuran JHT
2,00% dari gaji
2,50% dari gaji

Iuran Pensiun
2,75% dari gaji
3,00% dari gaji

Di samping itu, pegawai juga dipotong angsuran kredit kendaraan sebesar Rp800.000,00 per bulan. Pada tanggal 01-01-2017 status pegawai kawin dengan anak 2, pada bulan Agustus 2017 putra ketiga lahir.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban subyektifnya sebagai subyek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

5. Bapak Dani (K/2) bekerja pada PT Berlian sejak 1 Oktober 2017. Gaji sebulan Rp22.000.000,00.
Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban subyektifnya sebagai subyek pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun atau berakhir dalam tahun pajak.

6. Ryan Foote (K-1) warga negara USA, mulai bekerja 1 September 2016 akan berakhir 31 Agustus 2018. Gaji per bulan Rp18.500.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban subyektifnya sebagai subyek pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak. 

7. John Kenedy (K-2) mulai bekerja pada tanggal 1 Mei 2012 dan berakhir pada tanggal 1 Mei 2017.  Gaji per bulan dalam tahun 2016 Rp14.500.000,00. 
A-2. Pegawai dengan Gaji Mingguan/Harian

1. Bapak Joko (kawin – 3 anak) bekerja pada PT Jaya dengan gaji Rp4.800.000,00 per minggu.  Perusahaan masuk program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian tanggungan perusahaan Rp30.000,00 dan Rp32.000,00 perbulan. Perusahaan menanggung iuran JHT Rp65.000,00 per bulan sedang pegawai membayar iuran JHT sebesar Rp35.000,00 per bulan. Di samping itu perusahaan masuk program pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Perusahaan menanggung iuran pensiun untuk pegawai tersebut Rp48.000,00 perbulan sedang pegawai membayar iuran pensiun sebesar Rp44.000,00 per bulan.

2. Bp Sutrisno (kawin, 3 anak) bekerja pada PT Jaya dg gaji Rp300.000,00 per hari.  Perusahaan masuk program Jamsostek, premi asuransi kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian tanggungan perusahaan Rp20.000,00 dan Rp14.000,00 per bulan.  Perusahaan menanggung iuran JHT Rp15.500,00 per bulan sedang pegawai membayar iuran JHT sebesar Rp10.000,00 per bulan. Di samping itu perusahaan masuk program pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan.  Perusahaan menanggung iuran pensiun untuk pegawai tersebut Rp19.500,00 per bulan sedang pegawai membayar iuran pensiun sebesar Rp17.000,00 per bulan. Gaji dibayar bulanan.
A-3. Perhitungan PPh. 21 atas pembayaran uang rapel

Bapak Vando status K/1 bekerja pada PT Bima sejak tanggal 1 Januari 2014. Ia memperoleh gaji Rp6.800.000,00 per bulan dan dipotong iuran pensiun Rp95.000,00 perbulan. terhitung mulai bulan Mei 2017 gajinya dinaikkan menjadi Rp9.000.000,00 potongan pensiun tetap.  Kenaikan gaji berlaku surut sejak 1 Januari 2017. Uang rapel dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Mei 2017.

A-4. Perhitungan PPh. 21 atas kenaikan gaji tanpa rapel

Bapak Dio status K/1 bekerja pada PT Roda sejak tanggal 1 Januari 2014. Ia memperoleh gaji Rp6.800.000,00 per bulan dan dipotong iuran pensiun Rp90.000,00 per bulan. terhitung mulai bulan Mei 2017 gajinya dinaikkan menjadi Rp7.500.000,00 potongan pensiun tetap.  Kenaikan gaji tidak berlaku surut.
B. Perhitungan PPh. 21 atas pensiun bulanan

Bp. Rudi K/2, mendapat gaji Rp12.000.000,00 per bulan, dipotong iuran pensiun Rp90.000,00 per bulan. Mulai tanggal 1 Agustus 2018 ia pensiun. Mulai bulan Agustus 2018 ia menerima uang pensiun sebesar Rp10.000.000,00 per bulan.
C. Perhitungan PPh. 21 atas penghasilan dari MLM / Direct selling

Ibu Ivana (K-1) adalah anggota MLM produk tertentu, memperoleh penghasilan dari kegiatan MLM dalam bulan Mei 2016 sebesar  Rp10.500.000,00.  Suami Ibu Ivana bekerja sebagai pegawai negeri.
D. Penghitungan Pemotongan PPh. 21 atas honorarium yang jumlahnya tidak dihitung  atas banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan

1) Bapak Budi memberi ceramah mendapat honorarium Rp8.000.000,00.
2) Bapak Aron petugas dinas luar asuransi mendapat honorarium Rp10.000.000,00. Status Tidak kawin.
3) Ibu Rina komisaris perusahaan dan bukan pegawai tetap perusahaan, mendapat honorarium anggota komisaris sebesar Rp110.000.000,00.
4) Intan petenis memperoleh hadiah perlombaan Rp75.000.000,00.
5) Bapak Luwono pemilik Toko Maju adalah agen tunggal produk elektronik memperoleh komisi agen Rp650.000.000,00.

6) Bapak Wiryo adalah mantan pegawai PT Subur, memperoleh jasa produksi tahun lalu sebesar Rp150.000.000,00.
7) Perhitungan potongan PPh. 21 atas pengambilan  dana pensiun oleh peserta pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun

Tarif 5% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp50.000.000,00.
Tarif 15% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif diatas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00.
Tarif 25% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif diatas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00.
Tarif 30% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif diatas Rp500.000.000,00.
Misalkan Bapak A melakukan pengambilan dana pensiun pertama sebesar Rp45.000.000,00, kedua Rp145.000.000,00, ketiga Rp180.000.000,00, dan keempat Rp350.000.000,00.
E. Perhitungan PPh-21 atas penghasilan tenaga ahli

Bapak Suwono seorang arsitek, mempeoleh jasa perancangan dan pengawasan bangunan sebesar Rp80.000.000,00.
F. Perhitungan PPh. 21 atas Pegawai harian lepas, penerima upah satuan, dan penerima upah borongan.
F.1 Upah Harian dibayarkan secara harian
Kasus 1

Liwono (bujangan) menerima upah harian sebesar Rp400.000,00 per hari. Misalkan dalam satu bulan takwim Liwono terus bekerja s.d hari kerja ke 15.
Kasus 2

Bejo Slamet (K/0) menerima upah harian sebesar Rp525.000,00 per hari. Misalkan dalam satu bulan takwim Bejo Slamet terus bekerja s.d hari kerja ke 15.
F.2 Upah Harian dibayarkan secara mingguan

Kasus 1

Komar (bujangan) menerima upah harian sebesar Rp400.000,00 per hari, upah dibayarkan mingguan. Pada minggu pertama ia bekerja 6 hari, minggu kedua 6 hari, minggu ketiga dan keempat juga 6 hari.

Kasus 2

Ngadiman (K/0) menerima upah harian sebesar Rp475.000,00 per hari, upah dibayarkan mingguan. Pada minggu pertama ia bekerja 6 hari, minggu kedua 6 hari, minggu ketiga dan keempat juga 6 hari.

F.3 Upah Satuan

Kasus 1

Eko (bujangan) bekerja sebagai perakit pesawat TV. Memperoleh upah Rp350.000,00 per TV yang dirakit. Misalkan dalam 1 minggu (6 hari) dihasilkan 12 TV, upah dibayar mingguan.

Kasus 2

Eko (bujangan) bekerja sebagai perakit pesawat TV. Memperoleh upah Rp600.000,00 per TV yang dirakit. Misalkan dalam 1 minggu (6 hari) dihasilkan 12 TV, upah dibayar mingguan.

F.4 Upah Borongan

Wawan (kawin – anak 1) mengerjakan dekorasi dengan upah borongan Rp3.900.000,00.  Pekerjaan selesai 4 hari dan upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
F.5 Upah Harian dibayar bulanan
Pandi kawin tanpa anak bekerja dengan upah harian Rp350.000,00 per hari. Selama bulan tertentu ia bekerja 20 hari, upah dibayarkan secara bulanan.

G. Perhitungan PPh. 21 atas karyawati kawin
1. Ny. Kristin bekerja pada PT Bima dengan gaji Rp7.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun Rp80.000 per bulan. Status K/0. Berdasar surat keterangan Camat, suaminya tidak punya penghasilan apapun.
2. Ny. Sania (K/1) bekerja pada PT Jaya dengan gaji Rp 9.800.000,00 per bulan.  Perusahaan masuk program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian tanggungan perusahaan Rp140.000,00 dan Rp120.000,00 per bulan. Perusahaan menanggung iuran JHT Rp160.000,00 per bulan sedang pegawai membayar iuran JHT sebesar Rp120.000,00 per bulan. Di samping itu perusahaan masuk program pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Perusahaan menanggung iuran pensiun untuk pegawai tersebut Rp200.000,00 per bulan sedang pegawai membayar iuran pensiun sebesar Rp180.000,00 per bulan. Tidak ada keterangan apakah suaminya punya penghasilan atau tidak.

H. Perhitungan PPh. 21 atas penghasilan yang pada umumnya hanya diberikan satu kali dalam 1 tahun misal bonus, jasa produksi, tatiem, gratifikasi, premi, THR dan lain-lain. 
Bapak Hendra (K/1) bekerja pada PT Jaya dengan gaji Rp13.500.000,00 per bulan. Perusahaan masuk progran jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian ditanggung perusahaan sebesar Rp140.000,00 dan Rp130.000,00 per bulan.  Perusahaan juga menanggung iuran JHT Rp160.000,00 sedang pegawai membayar iuran JHT Rp120.000,00 per bulan. Disamping itu perusahaan masuk program pensiun yang pendiriannya disahkan menteri keuangan. Perusahaan menanggung Rp200.000,00, sedang pegawai membayar Rp190.000,00 per bulan.  Ia bekerja penuh dalam tahun 2016, pada bulan Desember ia mendapat THR Rp60.000.000,00.

I. Perhitungan PPh. 21 atas uang pesangon, tebusan pensiun, THT, yang diterima sekaligus


Bapak Halim menerima pesangon Rp 150.000.000,00.
J. Perhitungan PPh. 21 atas penghasilan yang diterima sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing
Vandio (WPDN) memperoleh gaji $900 per bulan. Kurs yang berlaku menurut keputusan Menkeu Rp13.100 untuk 1$. Status pegawai kawin dg 1 anak.
K. Perhitungan PPh. 21 atas penghasilan yang diterima oleh WPLN sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing 
Glenn adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Status kawin dengan 3 anak, memperoleh gaji $9.600 per bulan kurs yang berlaku Rp13.100 untuk $1,00.

L. PPh. 21 sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja

Bapak Suyanto (K/2) bekerja pada PT Jaya dengan gaji Rp10.500.000,00 per bulan. Perusahaan masuk progran jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian ditanggung perusahaan sebesar Rp150.000,00 dan Rp125.000,00 per bulan. Perusahaan juga menanggung iuran JHT Rp160.000,00 sedang pegawai membayar iuran JHT Rp120.000,00 per bulan. Di samping itu perusahaan masuk program pensiun yang pendiriannya disahkan menteri keuangan. Perusahaan menanggung Rp190.000,00, sedang pegawai membayar Rp170.000,00 per bulan.  PPh-21 karyawan ditanggung perusahaan. Akan tetapi bila pemberi kerja bukan wajib pajak seperti perwakilan negara asing, maka PPh yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan dalam penghasilan pegawai.
M. PPh. 21 atas pegawai yang menerima tunjangan pajak dari pemberi kerja
Bapak Anwari (K/3) bekerja pada PT Jaya dengan gaji Rp10.600.000,00 per bulan. Perusahaan masuk progran jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian ditanggung perusahaan sebesar Rp125.000,00 dan Rp105.000,00 per bulan.  Perusahaan juga menanggung iuran JHT Rp155.000,00 sedang pegawai membayar iuran JHT Rp115.000,00 per bulan.  Disamping itu perusahaan masuk program pensiun yang pendiriannya disahkan menteri keuangan. Perusahaan menanggung Rp195.000,00, sedang pegawai membayar Rp165.000,00 per bulan.  Perusahaan memberi tunjangan PPh. 21 sebesar Rp700.000,00.
N. Pemberian kontra prestasi kepada karyawan berupa natura
1. Pemberi kerja wajib pajak

Bapak Andi (kawin tanpa anak) pegawai PT Arumba Jakarta. Ia memperoleh gaji sebesar Rp6.800.000 per bulan. Di samping itu pegawai mendapat beras 50 kg dan gula 6 kg.  Harga beras Rp10.000/kg, harga gula Rp12.000/kg.
2. Pemberi kerja bukan wajib pajak 

Bapak Tasman bekerja pada Kedutaan Besar negara asing. Gaji sebulan Rp5.800.000,00, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp60.000,00 tiap bulan. Status K-2. Disamping itu pegawai mendapat beras 40 kg dan gula 5 kg. Harga beras Rp10.000,00/kg, harga gula Rp12.000,00/kg.
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